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I. [bookmark: _Hlk216100722]KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Lembaga Penilai Harga Efek adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tentang Lembaga Penilaian Harga Efek. 
2. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal. 
3. Efek Beragun Aset adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif efek beragun aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan.
4. Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi adalah efek beragun aset berupa surat partisipasi yang diterbitkan oleh penerbit yang pembayarannya terutama bersumber dari aset keuangan dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas aset keuangan yang dimiliki bersama oleh pemegang Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi.
5. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.
6. Instrumen Pasar Uang adalah instrumen yang ditransaksikan di pasar uang, yang meliputi instrumen yang diterbitkan dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, sertifikat deposito, dan instrumen lain yang ditetapkan oleh bank indonesia, termasuk yang berdasarkan prinsip syariah.

II. RUANG LINGKUP PENGATURAN
Ruang lingkup penentuan standar deviasi atas harga pasar wajar Efek oleh Lembaga Penilaian Harga Efek dilakukan atas:
1. Efek bersifat Utang;
2. Efek Beragun Aset;
3. Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi;
4. Sukuk;
5. Instrumen Pasar Uang; dan/atau
6. Efek lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

III. PEMBERLAKUAN PENENTUAN STANDAR DEVIASI ATAS HARGA PASAR WAJAR EFEK OLEH LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK
1. Standar deviasi atas harga pasar wajar Efek ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek. 
2. Dalam melakukan penetapan standar deviasi atas harga pasar wajar Efek, Lembaga Penilaian Harga Efek berwenang menetapkan perubahan atas standar deviasi dimaksud.
3. Dalam menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar Efek termasuk perubahannya, Lembaga Penilaian Harga Efek harus: 
a. menggunakan data yang relevan dan akurat dari sumber yang dapat dipercaya;
b. memiliki metodologi, kajian dan analisis terstruktur yang kredibel;
c. memiliki dan menerapkan prosedur evaluasi atas metodologi, kajian dan analisis terstruktur yang dipergunakan dalam penentuan standar deviasi atas harga pasar wajar Efek;
d. memiliki dan menerapkan prosedur operasi standar secara konsisten, yang juga meliputi mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (error pricing);
e. menerapkan tata kelola yang memadai dalam proses penentuan dan/atau evaluasi standar deviasi harga pasar wajar Efek; 
f. memiliki sistem informasi yang memadai dalam mendukung pelaksanaan penentuan standar deviasi atas harga pasar wajar Efek; dan
g. menyediakan akses dan/atau pengumuman standar deviasi atas harga pasar wajar Efek bagi pengguna paling kurang pada laman situs web Lembaga Penilaian Harga Efek.
4. Pelaksanaan penentuan standar deviasi atas harga pasar wajar Efek oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ditunjang dengan pelaksanaan evaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu pada kondisi tertentu atas metodologi, kajian dan analisis terstruktur yang dipergunakan dalam penentuan standar deviasi atas harga pasar wajar Efek. 
Yang dimaksud kondisi tertentu pada ketentuan ini termasuk namun tidak terbatas pada perubahan tingkat suku bunga, kondisi pasar yang berfluktuasi dan/atau kondisi lain yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek dalam pedoman internal.
5. Dalam melakukan evaluasi atas metodologi yang dipergunakan dalam penentuan standar deviasi atas harga pasar wajar Efek, Lembaga Penilaian Harga Efek harus: 
a. berinteraksi secara teratur dan terus-menerus dengan pasar untuk mengevaluasi metodologi penilaian harga antara lain dengan memperhatikan produk baru, kejadian baru, peraturan baru dan masukan pelaku;
b. menyusun landasan dasar pertimbangan, analisis dampak, dan transisi penerapan atas kebutuhan perubahan metodologi yang dipergunakan dalam penentuan standar deviasi atas harga pasar wajar Efek; dan
c. melakukan pembahasan bersama pelaku industri dan/atau pihak ketiga yang independen terkait perubahan metodologi yang dipergunakan dalam penentuan standar deviasi atas harga pasar wajar Efek.
6. Lembaga Penilaian Harga Efek harus mengadministrasikan, mendokumentasikan, dan memastikan tersedianya audit trail atas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5.
7. Pelaksanaan evaluasi atas metodologi yang dipergunakan dalam penentuan standar deviasi atas harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 5, harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila pelaksanaan evaluasi atas metodologi yang dipergunakan dalam penentuan standar deviasi atas harga pasar wajar Efek mengakibatkan perubahan metodologi. Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum perubahan berlaku.
8. Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan tanggapan atas pelaksanaan evaluasi atas metodologi yang dipergunakan dalam penentuan standar deviasi atas harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 5.
9. Dalam hal pada kurun waktu 30 (tiga puluh) hari tidak terdapat tanggapan Otoritas Jasa Keuangan atas pelaksanaan evaluasi atas metodologi yang dipergunakan dalam penentuan standar deviasi atas harga pasar wajar Efek, Lembaga Penilaian Harga Efek dapat melakukan implementasi atas metodologi yang dipergunakan dalam penentuan standar deviasi atas harga pasar wajar Efek.
10. Dalam hal Lembaga Penilaian Harga Efek akan melakukan implementasi atas perubahan penentuan standar deviasi atas harga pasar wajar Efek dan/atau implementasi atas perubahan metodologi yang dipergunakan dalam penentuan standar deviasi atas harga pasar wajar Efek, Lembaga Penilaian Harga Efek harus:
a. menetapkan tanggal efektif dan masa transisi;
b. menyampaikan pemberitahuan dan sosialisasi kepada pelaku industri; dan
c. menyediakan dukungan komunikasi dengan pelaku industri pasca dilakukannya perubahan.

IV.	PERILAKU DALAM PENENTUAN STANDAR DEVIASI ATAS HARGA PASAR WAJAR EFEK OLEH LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK
Lembaga Penilaian Harga Efek dalam melakukan penentuan standar deviasi atas harga pasar wajar Efek berserta perubahannya, harus menerapkan prinsip:
a. independensi, yaitu menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan objektif dalam melakukan penentuan standar deviasi atas harga pasar wajar Efek sesuai dasar kompetensi yang dimilikinya;
b. integritas, yaitu menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi kejujuran, serta komitmen mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. profesionalisme, yaitu menjunjung tinggi etika professional yang didasarkan dengan analisis yang objektif, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya;
d. pengawasan dan pengendalian, yaitu menyelenggarakan serta mengawasi dan mengendalikan kegiatannya secara efektif dan bertanggung jawab melalui sistem pengawasan dan pengendalian kegiatan secara memadai;
e. kecukupan sumber daya, yaitu memiliki dan menjaga sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang memadai sesuai dengan aktivitas kegiatan usahanya; 
f. benturan kepentingan, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur tertulis terkait tindakan untuk menghindari risiko penyuapan dan menghindari adanya benturan kepentingan;
g. konsistensi dalam penerapan, yaitu taat asas dalam penerapan metodologi yang ditetapkan; dan
h. transparan dan keterbukaan Informasi, yaitu menyediakan dan/atau menyampaikan kepada pengguna informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang antara lain dilakukan dengan keterbukaan informasi atas metodologi atau pun sumber data dalam melakukan kegiatan usaha nya, dan data standar deviasi dapat diakses atau diungkapkan dengan jelas kepada pengguna.
V.	PENETAPAN PENYESUAIAN LAIN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
1. 	Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan lain serta memerintahkan Lembaga Penilaian Harga Efek untuk melakukan evaluasi, penyesuaian, atau tindakan lain atas penentuan standar deviasi atas harga pasar wajar Efek oleh Lembaga Penilaian Harga Efek.
2. 	Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
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